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WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR @2 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa aparat pengawasan internal Pemerintah Kota
Lubuklinggau berwenang dan berkewajiban melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi internal di
Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;

bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi laporan
akuntabilitas kinerja unit organisasi internal sebagaimana
dimaksud dalam huruf a serta guna pelaksanaan
ketentuan diktum Ketiga Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum
Evaluasi  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah, vang menyvatakan bahwa pimpinan instansi
pemerintah menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
lingkungan masing-masing, perlu menetapkan petunjuk
teknis evaluasi akuntabilitas kinerja unit organisasi
internal di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau
dengan  berpedoman pada  peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Lubuklinggau.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pembinan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4393);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;:

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan
Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2014 Nomor 32);

Keputusan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman
Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun
2005 tentang Susunan Organisasi Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah
Kota Lubuklinggau Tahun 2005 Nomor 8);

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2006
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau
Tahun 2006 Nomor 2).



MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.

[N

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

oN)

Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lubuklinggau.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

6. Evaluasi adalah proses penilaian vang sistematis mencakup pemberian
nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian
solusi-solusi atas permasalahan yvang ditemukan.

/. Evaluator adalah pejabat Inspektorat Kota Lubuklinggau vang diberi
perintah untuk melaksanakan proses penilaian.

8. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah vang selanjutnva disingkat
AKIP adalah laporan perwujudan kewagjiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasit dalam mencapai sasaran dan tujuan vang
telah ditetapkan melalul sistem pertenggungjawaban secara periodik.

9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah vang selanjutnva
disebut Sistem AKIP adalah instrumen pertanggungjawaban vang pada
pokoknyva terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan
pengukuran, penilailan, dan pelaporan kinerja secara menveluruh dan
terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi, serta misi organisasi.

10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah vang selanjutnva

disingkat LAKIP adalah dokumen vang berisi gambaran perwujudan
Akuntabilitas Kinerja SKPD vang disusun dan disampaikan secara

sistematik dan melembaga.
1 Ezm’z.as;.#%
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(1)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kegiatan
analisis kritis, penilaian vang sistematis, pemberian atribut, pengenalan
permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja
dan akuntabilitas SKPD oleh Inspektorat.

Laporan Hasil Evaluasi vang selanjutnva disingkat LHE adalah laporan
Inspektorat vang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan
evaluasi atas kinerja SKPD vang dievaluasi schingga diperoleh data
sebagai bahan perbaikan.

Pasal 2

Petunjuk teknis evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam lampiran [ yang merupakan
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Contoh bentuk lembar kriteria evaluasi AKIP SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam lampiran II
vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
Ini.

Paszl 3

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Lubuklinggau digunakan untuk :

a. memberi panduan bagi evaluator vang berkaitan dengan :
1. pemahaman mengenai tyjuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup
evaluasi;
2. pemahaman mengenal strategi evaluasi dan metodologli vang
digunakan dalam evaluasi;
3. penetapan langkah-langkah kerja yvang harus ditempuh dalam proses
evaluasi;
4. penvusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil
evaluasi serta proses pengolahan datanyva.
b. menjadi panduan bagl pejabat dan staf pelaksana dalam mengelola
pelaksanaan evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

(2) Tujuan evaluasi LAKIP SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau

sebagai berikut :

a. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau;
b. menilai akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau;
c. memberikan saran perbailkan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

0.

Pasal 4.



Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 98 rARET Zciy

WALIKOTA JUBUKLINGGAU {

4’ H. SN. PRAKA PUTRA SOHE
Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

]

H. PARIGAN
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR
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LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 29 7AHUAl Doy
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS EVALUASI LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

1

[N}

. Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda

penting dalam reformasi pemerintahan vang sedang dijalankan oleh
pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan vang berfokus pada
peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja vang
berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistemn Akuntabilitas
Kinerja  Instansi Pemerintah (Sistem  AKIP). Sistem  AKIP
diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi
pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri
merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta
melaporkannyva kepada instansi vang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem
dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak vang
lebih independen agar diperoleh umpan balik vang obvektif untuk
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

. Walikota selaku pemimpin tertinggi di Pemerintah Kota perlu

mengetahul sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem AKIP
terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah
pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, sebagaimana
vang diharapkan melalui program-program prioritas vang ditetapkan.
Untuk mencapal maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi sebagal baglan vang inherent dengan Sistem AKIP
haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknva.

.Untuk  mengetahui sejauhmana  SKPD melaksanakan dan

memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanva
peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah, maka perlu
dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja. Evaluasi akuntabilitas kinerja
ini diharapkan dapat mendorong SKPD untuk secara konsisten
meningkatkan akuntabilitas kinerjanva dan mewujudkan capaian
kinerja (hasil) organisasinva sesuai vang diamanahkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat

daerah vang merupakan bagian inherent dengan Sistem AKIP, harus
dilakukan dengan sebaik-baiknva. Untuk itu diperlukan suatu
Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP] Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau vang dapat dijadikan panduan bagi
evaluator.



5. Petunjuk Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau ini, disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah
sebagaimana tertuang dalam pedoman umum evaluasi akuntabilitas
kinerja instansi vang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Surat Keputusan
Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/1353/M.PAN/G/2004 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan
Lampiran Peraturan Mented Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Maksud Dan Tujuan

1. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau dimaksudkan untuk :

a. memberi panduan bagi evaluator untuk :

1) memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi,

2) memahami strategi evaluasi dan metodologi vang digunakan dalam
evaluasi;

3) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam
proses evaluasi;

4) menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami
mekanisme pelaporan” hasil evaluasi serta proses pengolahan
datanya.

b. menjadi panduan bagi pejabat dan staf pelaksana dalam mengelola
pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
‘Lubuklinggau.

c. Menjadi bahan acuan bagl pemerintah kota dalam menyusun
petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing SKPD
tersebut.

2. Tujuan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai
berikut :

a. memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP;

b. menilai akuntabilitas kingrja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau;

c. memberikan saran perbailkan untuk peningkatan kinerja dan
penguatan akuntabilitas SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau;

d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
‘sebelumnya.

1.3 Ruang Lingkup Evaluasi
Ruang lingkup evaluasi meliputi:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi atas
penerapan sistem AKIP dan pencapaian kinerja organisasi;
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3.

Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dilakukan dengan
mempertimbangkan upava vang telah dilakukan evaluatan sampal
dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi. :

Pemeringkatan hasil evaluasi instansi pemerintah Kota Lubuklinggau.

1.4 Pengertian Umum

1s

SKPD adalah perangkat daerah yang menurut peraturan dibiayai dari
anggaran daerah.

. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu
organisasi kepada pihak yvang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran

ataupun tujuan SKPD sebagai penjabaran dari visi, misl, dan strategi
SKPD vang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
vang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja SKPD adalah perwujudan kewajiban suatu SKPD
untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan dan  kegagalan
pelaksanaan misi SKPD dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

¢
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BAB Il
PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

Pelaksanaan Evaluasi

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau dilaksanakan oleh unit pengawasan internal dalam hal
ini Inspektorat Kota Lubuklinggau.

2. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dilakukan berdasarkan Petunjuk
Teknis Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau ini, serta berpedoman pada Keputusan Menter: Negara
Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 dan
Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara
Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2 Strategi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD

1. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD difokuskan untuk
peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem
AKIP) dan peningkatan kinerja SKPD dalam rangka mewujudkan
instansi pemerintah vang berorientasi pada hasil (result oriented
government).

2. Strategi vang akan dijalankan menggunakan prinsip :

a. partisipasi dan coevaluation dengan pihak vang dievaluasi.
Keterlibatan pihak yvang.dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat
penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi,

b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada

pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen
utama Sistem AKIP.

3. Untuk SKPD vang sudah pernah dievaluasi, langkah pertama yang
perlu dilakukan oleh evaluator adalah mengumpulkan informasi
mengenai tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi vang
diberikan oleh evaluator pada evaluasi sebelumnyva. Hambatan dan
kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnyva, akan
dilaporkan kepada Walikota. ;

2.3 Tahapan Evaluasi

24

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi :

1. evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD;

2. penyusunan pemeringkatarl dan penetapan kategori hasil evaluasi
kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;

3. pelaporan  hasil evaluasi kepada Walikota dan Kementerian
Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Metodologi Evaluasi

Metodologi vang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas
kinerja SKPD dengan menggunakan teknik “criteria referrenced survey”,
dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (step by step

"



2.6

assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan
(overall assessment) dengan Kkriteria cvaluasi dari masing-masing
komponen yang telah ditetapkan sebelumnyva.

Kriteria evaluasi, sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi
(LKE) akuntabilitas kinerja SKPD, ditentukan dengan berdasarkan
kepada :

a. kebenaran normatifl sebagaimana vang ditetapkan dalam pedoman
penvusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
SKPD;

b. kebenaran normatif yvang bersumber pada modul-modul atau buku-
buku petunjuk mengenai Sistem AKIP;

c. kebenaran normatif yang .bersumber pada best practice baik di
Indonesia maupun di luar negeri;

d. kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen
stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas vang baik.

Dalam menilai apakah suatu SKPD telah memenuhi suatu kriteria, harus
didasarkan pada fakta obyektif dan professional judgement dari para
evaluator dan supervisor.

Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang
digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik
evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini, namun
demikian pada akhirnya teknik vang digunakan harus dapat mendukung
penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu
menjawab  tujuan dilakukannyva evaluasi ini. Berbagai teknik
pengumpulan data antara lain: kuisioner, wawancara, observasi, studi
dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik
analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan
pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan
sebagainya.

Kertas Kerja Evaluasi

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan
agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali
dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan
teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi
(KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data vang dianggap relevan
dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi
fakta ini ditulis mulal dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan,
pembandingan, pengukuran, dan penyusunan argumentasi), sampai pada
simpulannya.

Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Evaluasi

1. Pengorganisasian evaluasi akuntabilitas SKPD untuk tingkat unit kerja
Kota Lubuklinggau dilakukan oleh Inspektorat Kota Lubuklinggau dan
Tim Satgas evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dilingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau. Selanjutnva hasil evaluasi tersebut
dapat digunakan sebagai bahan informasi evaluasi oleh Kementerian
PAN dan RB.

.

1o

Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti
penanggungjawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas,
penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan
yvang ditetapkan oleh Inspektur Kota Lubuklinggau dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan,

i



3. Inspektorat melakukan sosialisasi juklak evaluasi dan memonitor

pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD, kepada pelaksana
evaluasi. Sosialisasi dilakukan dalam upayva mencapal pemahaman
vang sama terhadap penggunaan petunjuk pelaksanaan evaluasi ini.

. Laporan Hasil Evaluasi kinerja SKPD diselesaikan dan dilaporkan
kepada Walikota oleh Inspektorat Kota Lubuklinggau paling lambat
setiap tanggal 30 Septembér tahun bersangkutan dan ikhtisar hasil
evaluasi tersebut disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB paling
lambat tanggal 31 Oktober tahun bersangkutan (tahun takwim
dilaksanakan evaluasi).



_BAB III
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

3.1 Umum

Terdapat beberapa langkah kerja vang berkaitan dengan evaluasi atas
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD yang
tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-
langkah kerja tersebut terdiri dari :

a.

b.

evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja; dan

penilaian dan penyvimpulan.

3.2 Evaluasi Atas Komponen Akuntabilitas Kinerja

1,

3.

Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi difokuskan pada kriteria-kriteria
yvang ada dalam Lembar, Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap
memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya,
maka isu-isu penting vang ingin diungkap melalui evaluasi
akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

a. kesungguhan SKPD dalam menyusun, mereviu dan
.menyempurnakan perencanaan kinerja agar berfokus pada hasil;

b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;

c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instans! dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapailan kinerja pelaksanaan

program, khususnya program strategis SKPD; )

e. keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan
kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan
pengendalian serta pelaporannyva,
capaian kinerja utama dari masing-masing SKPD;
tingkat akuntabilitas kinegja SKPD;

.memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil
evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

o Mo

. Evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD, terdiri atas evaluasi penerapan

komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) vyang meliputi:
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi
kinerja internal dan pencapaian kinerja.

Evaluasi penerapan manajemen kinerja (Sistcmm AKIP) juga meliputi
penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.

-«

. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan

pada pencapaian kinerja vang tertuang dalam dokumen LAKIP semata,

tetapi juga dari sumber lain vang akurat dan relevan dengan kinerja
SKPD.

. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) beserta penjelasannya dan template LKE

untuk evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD sesuai lampiran II.

3.3 Penilaian dan Penyimpulan

L

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja SKPD harus menvimpulkan hasil
penilaian atas fakta objektif  instansi pemerintah dalam
mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan
kriteria masing-masing komponen vang ada dalam Lembar Kriteria
Evaluas: (LKE).



2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :

a. dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable vaitu: komponen,
sub-komponen, dan Kkriteria.

b. setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai
scbagai berikut :

No Aspek Bobot Komponen dan Sub-Komponen

1. | Perencanaan 35 % | a. Rencana“Strategis 12,5%, meliputi:

% Kinerja | Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra,

| - dan Implementasi Renstra.
Perencanaan Kinerja Tahunan 22,5%,

'b.  meliputi: Pemenuhan Perencanaan

Kinerja Tahunan (4,5%), Kualitas
Perencanaan Kinerja Tahunan
(11,25%), dan Implementasi
Perencanaan Kinerja Tahunan
(6,75%).

2. Pengukuran 20% a. Pemcnuhan_gehéak_umn 4%;

Kinerja b. Kualitas pengukuran 10%; .
c. Implementasi pengukuran 6%.
3. Pelaporan 15% a. Pemcnuhan pelaporan 3%;
- Kinerja b. Penvajian informasi kinerja 8%;
. | c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%.
4.  Evaluasi 10 % | a= Pemenuhan evaluasi 296
Internal b. Kualitas evaluasi 5%;
| c. Pemanfaatan evaluasi 3%.
L L

' 5. | Pencapaian 20 % ~a.  Kinerja yang dilaporkan (output) 10%;

' Sasaran/ 'b. Kinerja vang dilaporkan (outcome) 10%; |
- Kinerja
Organisasi - - -
Total 100%

Penilaian terhadap butir 1| sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem
AKIP pada SKPD, sedangkan butir 3 terkait dengan pencapaian
kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen LAKIP maupun
dalam dokumen lainnya. Butir 3a, 3b dan 5c, penilaian didasarkan
pada pencapaian kinerja vang telah disajikan dalam LAKIP maupun
dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja. Penilaian terhadap
butir 5d dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti
opini BPK terhadap Laporan Keuangan dan lainnyva.

c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan
sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap
-pertanyaan/pernvataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c
atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-
pertanyvaan yang langsung dapat dijawab va atau tidak. Jawaban
a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanvaan-pertanvaan atau
pertanvaan-pertanvaan vang menggunakan skala ordinal. .

d. Setiap jawabannyva “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban
“Tidak” maka akan diberikan nilai O.

e. Untuk jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c, penilaian didasarkan pada

judgement evaluator dan memperhatikan petunjuk pada lampiran
buku petunjuk ini. .

¢
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f. Apabila pertanvaan vang digunakan dalam kriteria berhubungan
dengan kondisi vang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari
beberapa sub Kkriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau
Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau
indikator kinerja, penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing-
masing sasaran atau indikator Kinerja),

. Dalam memberikan penilaian “va” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”,
evaluator harus menggunakan professional judgement-nyva dengan
mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria,

“dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

Ja

h. Setelah setiap pertanvaan diberikan nilai maka penyimpulan akan
dilakukan sebagai berikut:

1) Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanvaan pada
setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu
misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyvai alokasi nilai
10% (sepuluh persen) dan memiliki 10 (sepuluh] buah
pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanvaan tersebut apabila
pertanyaan yang dijawab “Ya” ada 3 (tiga) pertanyaan maka nilai
untuk subkomponen tgrsebut adalah : (3/10) x 10 = 3;

2) Untuk Kkriteria yang berhubungan dengan Kkondisi yang
memerlukan penvimpulan, karena terdiri dari beberapa sub
kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalul nilai
rata-rata;

-3) Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai
sub-komponen vang ada sehingga ditemukan suatu angka
tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 sampal
dengan 100.

3. Setelah setiap pertanvaan diberikan nilai maka penyvimpulan akan
dilakukan sebagai berikut: Penvimpulan atas hasil reviu terhadap
akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka
tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari
penjumlahan  komponen-komponen akan dipergunakan untuk
menentukan tingkat akuntabilitas instansi yvang bersangkutan terhadap
kinerjanya, dengan kategori Sebagai berikut :

No. Kategori | Nilai Angka | Interpretasi
L, 4 AA >85-100 Memuaskan
2, A =565 . Sangat Baik
3. B >65-75 ' Baik, perlu sedikit perbaikan
4 ce 250-65 Cukup (merﬁnac@i}, perlu banyvak
7~ perbaikan vang tidak mendasar
Kurang, perlu banvak perbaikan,
3. C »>30-80 termasuk perubahan vang i
mendasar
Sangat Kurang, perlu banyak sekali
7 D 0-30 perbaikan dan perubahan vang

sangat mendasar.

4, Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, maka hasil
evaluasi dari tim evaluator direviu oleh supervisor dengan pengaturan
sebagail berikut:

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh
SUpervisor tim,;

b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk
‘menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori (rating)
hasil evaluasi.
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BAB IV
PELAPORAN HASIL EVALUASI

Umum

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja
harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil
Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan
berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang
didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.

2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja
instansi adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), vang diisi dan
dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.

3.Bagi SKPD yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi
diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun
sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang
diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yvang
telah dilakukan.

4. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-
hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen
kinerja SKPD vang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara
hasil evaluasi (tentative finding) dan saran perbaikannva harus
diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak SKPD
vang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan
secukupnyva.

5. Penulisan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) harus mengikuti kaidah-kaidah
umum penulisan laporan yang baik, vaitu antara lain :

a. penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan
kalimat vang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan
tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen
atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;

b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil
_evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan.

Format dan Isi Laporan Hasil Evaluasi

Bentuk atau format dari LHE dapat disusun dalam bentuk bab atau
bentuk surat. Pelaporan dalam bentuk bab dapat dilakukan dengan
memperhatikan kebiasaan yang baik dalam pelaporan. Sedangkan untuk
pelaporan hasil evaluasi dalam laporan bentuk surat, dapat diilustrasikan
sebagai berikut:

11



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
INSPEKTORAT

Jalan Depati Said No. 48 Kel. Ulak Lebar Lubuklinggau
Telp. (0733) 320633 Faksimile : (0733) 320633 Kode Pos 31616
E-mail : inspektorat alubuklinggau.go.ad, Website ¢ oo, lubuklinggaw. go.id

Lobukhinesam; e s 21
Nomor ; Kepada Yth.
Lampiran : Kepala SKPD .......
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi di -
Akuntabilitas Kinerja SKPD ..... Lubuklinggau

Kota Lubuklinggau

Tahun 20...

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan MENPAN dan RB Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan
Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota
Lubuklinggau Nomor ..... Tahur s tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, dan
Surat Keputusan Inspektur Kota Lubukhnggau Nomor ... tentang Tim
Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota
Lubuklinggau Tahun ..... , kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.Kami telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja SKPD .....
Tahun ....., dengan tujuan: )

a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
b. Menilai akuntabilitas kinerja SKPD.

c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas instansi.

d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnyva

0. Evaluasi dilaksanakan terhadap 3 (lima) komponen besar manajemen
kinerja, vang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan
Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun .....
merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana
Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun ..... , dokumen
Penetapan Kinerja (PK) Tahun ..~., dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
serta dokumen terkait lainnya.



3.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d.
100. Berdasarkan hasil evaluasi, SKPD ..... memperoleh nilai sebesar ....... %
derigan Kategori wieseisivsivinie

.Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap

seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada SKPD .....
dengan rincian sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja
B. Pengukuran Kinerja

e R T T R R R R R R R T S S R B R S S S S T S A S A R S A S SR R ST AT S

(Dalam poin A s/d E menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut
akuntabilitas SKPD vang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat
mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja SKPD) .

5. Terhadap permasalahan vang telah dikemukakan di atas, kami

merekomendasikan SKPD . . . ... ... .. , beserta seluruh jajarannya agar
dilakukan perbaikan sebagai berikut:

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada

SKPD ...... Tahun ..... . Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.
INSPEKTUR,
fomss sammmsn snmmy )
NI, o emimmsmamemmmmssrms

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Walikota Lubuklinggau (sebagai laporan)

f



4.3 Penvampaian Laporan Hasil Evaluasi

1. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja SKPD yang
dievaluasi Inspektorat Kota Lubuklinggau, disampaikan kepada
pimpinan SKPD vang dievaluasi dengan tembusan kepada Walikota
Lubuklinggau sebagai laporan dengan waktu penvelesaian paling
lambat 30 September tahun bersangkutan.

. Laporan kompilasi evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau dan Ikhtisar dari laporan hasil evaluasi
tersebut disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta paling lambat tanggal 31
Oktober tahun bersangkutan.

ai



BAB V
PERNUTUP

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi Akuntabilitas Kinerja merupakan
bagian dari siklus manajemen vang tidak terlepas dari perubahan paradigma
baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalul manajemen kinerja
vang berorientasikan hasil.

2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus
mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti
perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing,
agar dapat memberikan sumbangan vang berarti untuk perbaikan kinerja
SKPD.

WALIKOTA{LUBUKLINGGAU ,1

H.8N. E NA/PUTRA SOHE



LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 22 TAMU v ooy
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS EVALUASI LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) SATUAN KERJA
PERANGEKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

LEMBAR KRITERIA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
SKPD/UNIT KERJA KOTA LUBUKLINGGAU

LONMPONEN 5UB KOMPOXMEN PENJELASAN RERANGRA 2G5

i )
A. PERENCANAAN KINERJA (35%)
I, PERENCANAAN STRATEGIS (12.5%)
4. PEMENUHAN RENSTRA (2.5%])
15 Dekumen R lah ada

__b. | KUALITAS RENSTRA (6.25%)
Miell Gadt sasaran lelan bero

cntast

bukan proses/kegiatan

/



X0 KOMPONEN 'SUB KOMPONEN PENJELASAN KERA LOGIS
E i 2 A
7 Target kinerja ditetapkan den kan berkri
|
8 Dokumen Renswra telah selaras dengan |
|
|
|
|
1
9 | en Renstra telah 1 dari
{ hal-hal vang seharusnva c"'
(dalam konwrak kinerja tugas
usnya adalah
| s
|
i
‘ :
‘ i
c. | IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%)

Dokumen Renstra dw‘_g:um}:zm sebagal
acuan dals dokumen
rencan

tahunan

|12 Dokumen Renstra telah direviu sccara QG h direvisi dan Lasiliya menunjukkan
| berkala kondisi yang lebih bcuk (terdapat mcn,asu

PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (22.5%)

PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHU‘\TA‘I [4

Dokumen perencanaan kinerja tahunan Ya
lah ada

NEN Perence
al sasarain,
a aran

rahunan

. ind
dan rarget k.l.Cl‘_]a

()

telah ada

Dokumen




KO

SUB KOMPOXNEN

PENJELASAN

Far
= ey

[N}

4 Dokumen PK disusun segera setel
anggaran disetujui
3 Dokumen PK telah memuat sasaran,

program,

jangka pen

dikator | _<.:‘.er_1a‘ dan target

K

\ telah menya

&

.
@

Lerqun

7  Sasarant

telah t

berorien

beron
£:=>'o:-.‘e

- terkait dengan

Kegiatan om

rupakan cara untuk

mencapal sasarall

a, apebila lebih dari &

..JE‘.’JL’:.’J ’.

Gung

nerja ditetapkan dengan baik

| 1t

Renstra

Dokumen PK telal selaras dengan
dokumen P

i atasannva dan dokumen

eria

n .tiz;,arn
Tugas i‘uz‘.gsi;

Sasarand

ermasaiahan




NO | KOMPONEN,SUB KOMPONEN
2 ! 3 =

INMPLEMENTASI PERENCANAAN ‘\aban tentang Im i

KINERJA TAHUNAN (6.75%) elalu dikai

ruhan dan

1{aipengan

13 | Target kinerja vang dip kan telah
digunakan untuk mengukur

keberhasilan

| ¢, apabila te o
Rur dan has

14 | Penetapan Kinerja telah dimonitor

pencapaiannva secara berkala

¢, apabila mo filak, rerbaias }
pengt

la pengukuran ¢

135 Penetapan Kinerja telal faatan PA
dalam pengarahan dea

} pengorganisasian kegiatan L i tan PK memen
hal i sasi dan €

a pem

semata tanpa ada

| | i Qoiam

B. PENGUKURAN KINERJA (20%)

1.  PEMENUHAN PENGUKURAN (4%)
rdapat indil
LU} sebagal ukuran k
| formal
2 Terdapa
kinerja

ator ki 1erja utama
a secara

|1 Telah ©

ekanisme pengumpulan data

Terdapat pedo
up to date,

KUALITAS PENGUKURAN (10%)
KU telah dapat diukur secara ohby




KO

IPONEN/SU

PENJELASAN

2

. telah menggambarkan hasil a, apa

hasi

rKan telah m

lah m

pRan t

iapran telah meng

dengan k

akan diukur
b, apab
¢, apabilc
i, apabile

, apabila

IKU telah cukup untuk mengukur
kirerja

IKU telah diukur realisasinyva

[es)

" unit kerja telah selaras dengan IKU

ruparan break

i erja sasaran dapat diukur
secara obyektif

or uang

10

Indikator kinerja sasa
menggambarkan hasil

wdikator sasaran @

barsan

Garkan

Indikartor kinerja sass ;
dengan sasaran vang akan diukur lengan sasaran a

i sasaran an

i1 sasaran

12 | Indikator kin

a sasaran cukup untuk | @
mengukur sasarannva

b, apabi
, apabila 40% < 1§
d, apab
e, apab

Curup ar
- Represer

enaru

1wa memadai L




NO

(%)

g < Indikator yang di
| d, < Indikator yang 61 ur reg |

ikator kinera sa
as dengan in

< hese

< Rese

20% <

n dart indikator K/ L arau

di penyebab (memi

dan

15 | Pengumpulan data kinerja dapat

| lebth dart &
i dian

an,;

C, apa
d, apab
e, apabil
€

a
a daia feape

gumpulan data k

uanaaoinan £ 2

yang mem

III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%)

16 IKU telah dimanfaatk
dokumen-dokumen p

penganggaran

dalam
neanaan dan

au

b, ap

en _,’JE"
r penicapaian i
enstra, Rencana
nalatu

ctapran dalem doru

. apakila terdapar

IKLU telah dims
kine

18 | IkU telah direviu secara berkala a, apubila [KU telah direvisi dan hast
{ yang lebih
b, apabi

3
k]

3

=
s
=

=z
x
R

B

&
o

A

2
g

19 | Pengukuran kinerja
pengend n dan pemantauan k
secara berkala |

arkan pada pro
dengan tetap memperhati

ilustrast:

a, apabila
b, apabila pemany

|
i | {sebagi
|
i

¢, apabiic
d, apabi
€, apab

Prasyarat: terdapat peng:

perrala {1




NO KOMPONEN 'SUB KOMPONEN

PENJELASAN RERANGRA L

[o3]
4

| C. PELAPORAN KINERJA (15%)

I PEMENUHAN PELAPORAN (3%)])

il

dkan tepat v

I AS] HIengens

< capaian yang dis

1 bersy,

n bersifat Xineria

o yang b

o yang ;eh‘amsnya

11, PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (8%)

P2 LAKIP bukan merupakan kompilasi

dari Unit Kerja di bawahn

wdan men

I t keria dibawai
S | asi pencapaian ‘s sasarar 3
si outcome
1 outcome dal
sasaran outcomne dalam
aran auicome
‘ i
i
|
|
|
| | P tidak berfokus pada
i telah d
| !
T . : T
6 LAKIP meny rmasi mengenai |
kinerja vang telah diperjanjikan !
|
i
7 aluasi dan aralisis

rja

8 nyajil iingan data

kinerja vang men
tahun ini deng
sebelumnya d
vang diperlukan

andingan lain

wmarna

9 | LAKIP menyaj formasi keuangan
vang terkait dengan pen ian kine

dapat

e

b, apabi

apabila

sasaran a:




NO KOMPON ELASAN

SUB KOMPONEN PEN

1 2 3
10 Informasi n LAKIP da t i §.5° sasi kinerja d
diandalkan t :f-'r.-‘a real i

inerja dala

III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

11 Inf asi vang disajikan telah
digunakan dalam perbaikan
perencanaan

Informasi vang disajikan telah
digunakan untuk menilai dan
memperbaiki pelaksanaan program
dan kegiatan organisasi i pabila pemar

E bila pemanfa

[

13 Informasi vang disajikan telah ] wan a, b, ¢, d. atau e didasarkan
digunakan untuk peningkatan 2 erhati
kinerja

|14 Informasi vang disaj
digunakan un

| nilihan a, b, i at el rikan pada proft

1 kriteria yar

I
D. EVALUASI KINERJA (10%)

[ 1. | PEMENUHAN EVALUASI (29%)

I | Terdapuat pemantauan mengenai
kemajuan per iian kinerja beserta
hambatannya |

car

mencalat {m

Remc

Qo aiau me

pencapaian x

meiapork

2 | Evaluasi program telah dilak




| NO KOMPONEN 'SUB KOMPONEXN

PENJELASAN

Ll 2

Hasil evaluasi telah dzsampcukan.
dan dikomunikasikan kepac thak
Ik vang berkepentngan

naariar

KUALITAS EVALUASI (5%)

Evaluasi program dilaksanakan oleh

SDM vang berkompeten

evaluasi progra
dist perx;s. dengan baik mela
pembahasan-pembahasan vang reguler
1 bertahap

iaran

supert

1l keberha

program (nar

Evaluasi program tela; memberikan
rekomendasi-rekomendasi perbaikan
perencanaan kinerja vang dapat
tsanakan

7 tidak di

8 | Evaluasi program telah niemb T
| rekomendasi-rekomendasi pent d€'.f.
| kinerja vang dapart dila
| apr.‘i:"
de
¢, apabila evaluasi pr egram
kireria atau rek
III. PEMANFAATAV EVALLASI (3%)
G Ha
|
| perbaikan pv ene
10 Hasil evaluasi Program telah T
ditindaklanjut untuk perbaikan kinerja |
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

KI‘\ERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%

Target dapart dicapai a,

aralcs ca

2 Capaian kinerja le
sebelumnya

bih baik dari tahun

paian

| 3 | Informasi mengen
diandalkan




KOM

SUB KOMPONEN

PENJELASAN

1 2 3
KINERJA YANG DILAPORKAN
[OUTCOME) (5%)

+ Target dapa

-
e :

5 a lebih baik dari tahun

|
i |
i
|
¢ | Informasi me

diandalkan

iri sumber?

dasar peri

oulcame remer




TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA SKPD/UNIT KERJA KOTA LUBUKLINGGAU

A, PERENCANAAN KINERJA {35%) #DIV /(! #DIV/0!
I..PERENCANAAN STRATEGIS (12.5%) #DIV/0! #DIV/0!
a,|PEMENUHAN RENSTRA (2.5%) #DIV/ 0! #DIV/0!
1{Dokumen Renstra telah ada v/ Error

Dokumen Rensira telah mremuar visi, misi rujuan,

sasaran, program, indikator kinerja sasaran. target
& 1. b‘ 1 : \r, \. 5| asSalc arg a/b,"ff,"d/f‘ ErGE

tahunan. indikator kinerja tujuan dan target jangka

menengah

3iRenstra telah menvajikan [KU a/bj/c/d/e Error
___b.KUALITAS RENSTRA (6.25%) #DIV/0! #DIV/0!
4l Tujuan dan sasaran telah berorientas: hasil a/b/c/d/e Error
_|Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai |, -
e e o Blata meripe . ‘i o La/b/c/dje Error

tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan

Indikator kinerja tujuan (cutcome) dan sasaran
Hiloutcome dan output) telah memenuhi kriteria a/b/c/dfe Error

indikator kinerja vang baik |
Targer kinena ditetapkan dengan baik a/b/c/d/e Error
Dokumen Renstra 1elah selaras dengan Dokumen

81 - a/b/c/d/e Error
RPJMD /o/ef
Dokumen Renstra telah menetaplkan hal-hal vang
9lseharusnva ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas  a/b/c/d/e Error ;
fungsi/latar belakang pendirian) | 1;
c.|IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%) #DIV/0! #DIV/O!
Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam s 3¢
10 T S G S a/b/c/d/e Error

penvusunan dokumen percencanaan tahunan

Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan

11 5 ‘Eab'c d/e T
| penvusunan Dokumen Rencana kerja dan Anggaran | /b/e/d, SR
12{Dokumen Renstra telah direviu secara berkala afb/c/d/e Error
| II.PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (22 5%) #DIV/0! #DIV/O!
PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN
a. ) #DIV /0! #DIV/0!
L o
1iDokumen perencanaan kinerja tahunan telah ada i v/t Error
Dokumen perencanaan kinerja telah memuat sasaran.,
2lprogram. indikator kinerja sasaran. dan 1arget kinerja | a/b/c/d/e Error
tahunan
3 Dokumen PK telah ada . v/t Error
Dokumen PK disusun segera setelah anggaran : ;
41 R & ® s& v/t Error
diserujui .
1 SIRG P R T e ——
5 .[)Or-\h men PR LF]cih memuat sasaran, pro;_,xldm. a/bfc/d/e Error
indikator kinerja, dan target jangka pendels
6{PK telah menvajikan IKU a/bjc/d/e Error
KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN
b. e #DIV/0! #DIV /0!
(11.25%)
7|Sasaran telah berorientasi hasil a/b/c/d/e Error
8| Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran a/b/c/d/fe Error
9 Indikator kinerja sasaran telah memenuht kriteria a/bjc/d/e Bar

indikator kinerja vang baik
10| Target kinerja ditetapkan dengan bauk a/b/c/fd/fe Error
Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PR

11 : - a/b/cj/d/e Error
atasannya dan Dekumen Kenstra
Dokumen PK telah menetapkan hal-hal vang

12|seharusnyva ditetapkan [dalam kontrak kinerja/tugas | a/b/c/d/e Error
fungsil
IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA

c. #DIV/0! #DIV/0!
TAHUNAN (6.75%) / /
Target kinerja vang diperjanjikan telah digunakan fz o

i B Jja vang diperjanjizan telan dig o a/b/c/dje Error

untuk mengukur keberhasilan
Penetapan Kinerja telah dimonitor pencapaiannya
secara berkala

14 a/b/c/d/e Error

s (Penetapan Kierja telah dimanfaatkan dalam
Ipengarahan dan pengorganisasian keglatan

=5
i

a/b/c/d/e Error




B. PENGUKURAN KINERJA (20%)]

et

penilanan kineria

#DIV/0! #¥DIV /0!
I..PEMENUHAN PENGUKURAN (4%) #DIV/0! #DIV/O!
1 Telah ter‘daparr mrlil(ar.olr kinerja utama (IKU} sebagal oy BT
ukuran kineria secara formal
2| Terdapat mekanisme pengumpulan data Kinerja a/b/c/dje Error
I1. [ KUALITAS PENGUKURAN (10%) ! #DIV /0! #DIV/0!
J{IKU telah dapat diukur secara obvektif a/b/c/d/e Error
HIKU telah menggambarkan hasil a/b/c/d/e Error
S|IKU telah relevan dengan kondist vang akan diakur a/b/c/dje Error
GUIKU telah cukup untuk mengukur kinerja a/b/c/d/e Error
TURU relah diukur realisasinva a/b/c/d/e Error
SIKU unit keria telah selaras dengan KU [P a/b/c/d/e Error
G9iIndikator kinerja sasaran dapat diukur secara obveknt! a/b/c/d/e Error
10)Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil la/b/c/d/e Error
Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran i
11 * n 2 la/b/c/d/e Error
vang akan diukur |
Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur ;7 i
12 - a/b/c/d/e Error
sasarannva
13| Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinva a/b/c/d/e Error
Indikator kinera unit kerja telah selaras dengan ‘
4 e ? f a/b/c/d/e Error
indikator kinerja iP
15| Pengumpulan data kinerna dapat diandaikan a/bfc/d/e Error
]
1I1. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%} #DIV/0! #DIV/0!
A TRU telah dimanfaatkan datam dokumen-dokumen ,
16 < " a/bfc/d/fe Error
perencanaan dan pengansgaran
17]IKL telah dimanfaatkan untuk penilauan kinerja a/b/c/d/fe Error
18{IkU telah direviu secara herkala a/b/c/d/e Error
. |Pengukuran kinerja digunakan uniuk pengendalian N
19 & 18 CIgnase R i a/b/c/d/e Error
dan pemantauan kinerja secara berkala
C. PELAPORAN KINERJA (15%) #DIV/0! #DIV/0!
I..PEMENUHAN PELAPORAN (3%) #DIV/0! #DIV/O!
1HLAKIP telah disusun a/b/c Error
2ILAKIP telah disampaikan tepat wakiu v/t Error
LARIP menvajikan informasi mengena pencapalan .
3000 £ e genal pencapale a/b/c/d/e Error
IKU
II. | PENYAJIAN INFORMASI KINERJA {7.5%) #DIV/0! #DIV/0!
LAKIP bukan merupakan kompilasi damn Unit kerja di
4 paran komi ' 1€ a/bjcid/se Error
bawahnva
_ILAKIP menvajikan imformasi pencapaian sasaran vang ,
50 ‘ . S P el ajbje/d/e Error
berorientasi outcome
| LAKIP menvajikan informasi mengenal kinerja vang .
6 I ¢ 18YENE ) a/bje/d/e|  Error
telah diperianjikan
~|LAKIP menvajikan evaluas) dan analisis mengenas ; .
i nrajnkan eve S a/bj/cid/e Error
capaian kinerja
LAKIP menvajikan pembandingan data kinerja vang
memadal antara realisasi tahun ini dengan realisasi y
8 ’ ‘ _ e AR a/bjc/d/e Error
tahun sebelumnva dan peribandingan lain vang
dinerlukan o
LAKIP menvajikan informas: keuangan vang terkait ;
9| yajikan 1 RS EELEEAR SRR a/b/c/dfe| Error
dengan pencapaian kKineria
10 nformasi kinerja dalam LAKIP dapat diandailkan a/b/c/d/e Error
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4.5%) #DIV/0! #DIV/0!
Informas: vang disapkan telah digunakan dalam
11 A e subakan a/b/c/d/e Error
perbaikan perencanaan
Informasi vang disajikan relah digunakan untulk
121menilai dan memperbaiki pelaksanaan prograun dan a/b/c/d/fe Error
kegiatan organisast
, - Informasi vang disajtkan telah digunakan uniuk ,
13 ) i ) ST ' a/h/c/d/e Error
peningkatan kinerja
Informasi vang disajikan telah digunakan unruk
14 SR I A e a/bjc/dje Error




e

D. EVALUASI INTERNAL (10%) #DIV/0! | #DIV/0O!
1., PEMENUHAN EVALUASI (2%) #DIV/0! #DIV/O!
Terde'f;)e-.ll J)ei11.a111§}1a11 Irl'lﬁ‘llg__),ﬁllal }{t‘irh’cijui:nl S ETETS R
pencapaian kinerja beserta hambatannyva |
2{Evaluas program telah dilakukan a/b/c/d/e Frror
Hasil evaluasi telah disampaikan dan
3ldikomunikasikan kepada pihak-pihak vang v/t Error
herkepentingan
II. |/ KUALITAS EVALUASI {5%)]) #DIV/O! #DIV/0!
E?'alu::nsi mgr%ag}’(iiMksﬁmakan oleh SDM vang a/bjc/d/e T
berkompetensi
Pelaksanaan evaluasi program telah disupervisi
5|dengan baik melalui pembahasan-pembahasan vang | a/b/c/d/e Error
reguler dan bertahap .
6 E‘\a.lurgsi %1‘Qgrgr_n_dilaksanal«:an dalam rangka menilal afbichdfe Error
keberhasian program
Fvaluasi program telah memberikan rekomendasi-
7|rekomendasi perbatkan perencanaan kinerja vang a/bfc/d/e Error
dapart dilaksanakan
Evaluasi program relah memberikan rekomendast
8|rekomendasi peningkatan kinerja vang dapai a/bjc/d/e Error
dilaksanakan
III. | PEMANFAATAN EVALUASI (3%]) #DIV/0! #DIV/0!
Hasil evaluasi program /akuniabilitas kineria telah
Q .
| ditindaklanjut untuk perbaikan perencanaan SRy Error
: 10 Hasil s"\"d] i}alsi EI{’Q“:')LIELILH‘IB}I ditindaklianjun untuk afbjcidre o—_—
I perbaikan kineria ]
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) #DIV/ 0! £DIV/O!
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (10%) #DIV/0! #DIV/0!
1| Target dapart dicapai #DIV/0!
2|Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya DIV /0!
3|Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan #DIV /0!
|
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) {10%) #DIV/0! #DIV/0! i
4 Target dapat dicapal - #DIV/0!
5|Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya #DIV/0!
6lInformasi mengenai kinerja dapat diandalkan #DIV/0!
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) #DIV/ 0! #DIV /0!

KETERANGAN:

TULIS NAMA UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA &7

KETIK Y ATAU T PADA KOLOM YANG BERWARNA

JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KOLOM YANG BERWARNA

WALIKOTA LUBUKLINGGAL

ATAU ABU-ABU

L




